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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena terorisme merupakan masalah yang rumit dan besar. Fenomena 

terorisme banyak terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Serangan -

serangan teroris yang terjadi dapat merupakan serangan besar maupun serangan-

serangan kecil yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris tertentu. Aksi 

terorisme dapat berasal dari kelompok-kelompok teroris dengan berbagai macam 

latar belakang ideologi
1
, namun pada saat penyusunan penelitian ini dilakukan, 

aksi teror yang umum dilakukan berasal dari kelompok-kelompok teroris dengan 

latar belakang ideologi keagamaan. 

Mengenai definisi dari apa yang disebut sebagai tindak pidana teroris 

belum memiliki definisi secara mutlak.  Menurut Cherif Bassiouni, seorang ahli 

Hukum Pidana Internasional, tidak mudah mendefinisikan tindakan terorisme, 

maka dari itu pengertian dari makna teroris adalah hal yang subjektif.
2
 Namun, 

hakikat dari perbuatan terorisme sendiri mengandung unsur perbuatan kekerasan 

atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik seperti kerusuhan, huru-hara, 

pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian, dan lain-lain
3
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Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. 

Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang 

diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, 

tuntutan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah 

serta kepuasan tuntutan politik lain.
4
  

Aksi teror sendiri sesungguhnya telah ada sejak lama. Mulai dari masa 

awal peradaban seperti pada masa pemerintahan Romawi, pada masa masehi atau 

abad pertengahan hingga sekarang. Akan tetapi istilah terorisme mulai dikenal dan 

digunakan pada abad ke-18.
5
 Menurut El Saadaw, terorisme bukanlah hal yang 

baru, terorisme terjadi sepanjang masa, yang dipelihara dan dikembangbiakkan 

oleh ketidakadilan dan penindasan, dan berkaitan dengan ekstrimisme rasial, seks, 

politik atau agama, dan terkadang merupakan kombinasi lebih dari satu 

ekstrimisme
6
. Namun bentuk teroris belakangan ini lebih tampak sebagai sesuatu 

yang berkaitan dengan penganut gerakan keagamaan yang bersifat 

mempertahankan adat dan tradisi kuno agama dan bersifat menentang pembaruan, 

yang selalu merasa perlu kembali ke ajaran agama yang asli seperti yang tersurat 

di dalam kitab suci.
7
  

Terorisme internasional modern sendiri sebetulnya sudah bisa ditandai 

oleh pembajakan pesawat boeing 707 rute Roma-Tel Aviv pada tanggal 22 Juli 
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1968 yang dilakukan oleh PFLP (The Popular Front for the Liberation of 

Palestine), dengan semakin kompleksnya peralatan yang semakin canggih maka 

aksi terorisme jauh lebih berbahaya dan sulit untuk dapat terdeteksi. Ibarat hantu, 

aksi terorisme senantiasa terus bergerak mengintai setiap target operasinya dengan 

mengabaikan korban-korban lain yang mengiringi tercapainya keinginan para 

teroris.
8
 

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk 

menanggulangi masalah terkait terorisme. Salah satu upaya dari pemerintah 

Indonesia adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

yang kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut Undang-Undang 

Anti Teror). Selain itu Pemerintah juga telah membentuk suatu Lembaga 

Pemerintah Non Kementrian yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

yang memiliki tugas penanggulangan terorisme melalui Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme.  

Di Indonesia tindakan terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa 

yang diatur oleh undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dan penanganannya dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan 

menerapkan segala ketentuan hukum acara yang berlaku untuk menindaklanjuti 

suatu kejahatan atau perbuatan kriminal sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 
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ayat (1) Undang-Undang Anti-Teror. Sebagai tindak pidana khusus, Undang-

Undang Anti Teror memiliki beberapa pengaturan yang berbeda dengan 

pengaturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah 

satu ketentuan yang berbeda dengan pengaturan yang terdapat di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana adalah terkait dengan masa penangkapan dan 

penahanan.  

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Anti Teror maka jangka waktu 

penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana 

terorisme adalah paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Sedangkan 

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka jangka waktu penangkapan 

terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana adalah 

paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam 

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Anti-Teror, jangka waktu 

penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan paling lama adalah 180 

(seratus delapan puluh). Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, jangka waktu dan penahanan untuk kepentingan penyidikan dan 

penuntuan adalah paling lama 110 (seratus sepuluh) hari. 

Dengan memperhatikan perkembangan dan eskalasi aksi terorisme yang 

terjadi seperti serangan-serangan yang terjadi di Mako Brimob, Gereja Katolik 

Santa Maria Tak Bercela, Gereja Pantekosta, Gereja Kristen Indonesia dan bom 

Polrestabes Surabaya pada bulan Mei 2018, serta kemunculan megaterorisme di 

Timur Tengah dan Filipina, pemerintah sudah seharusnya memiliki kewenangan 
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untuk melakukan gerakan-gerakan yang diperlukan untuk melindungi warga 

negara dari bahaya terorisme. Pemerintah menimbang bahwa Undang-Undang 

Anti Teror yang pernah diterapkan tidak lagi relevan terhadap aksi terorisme yang 

semakin berkembang sehingga membutuhkan perubahan. Salah satu pertimbangan 

yang mendasari perubahan Undang-Undang Anti-Teror adalah minimnya jangka 

waktu penangkapan dan penahanan yang terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) 

hari. Berdasarkan pemaparan di atas, pemerintah menimbang bahwa perlu adanya 

pemberian kewanangan yang lebih luas terhadap upaya pemberantasan terorisme 

dengan cara memperpanjang jangka waktu penangkapan dan penahanan. 

 Masalah terorisme merupakan masalah yang mengancam keselamatan 

seluruh bangsa, bahkan menjadi ancaman bagi masyarkat sipil dan demokrasi.
9
 

Maka dari itu fenomena terkait aksi terorisme yang terus mengalami peningkatan 

dan perkembangan baik di dalam maupun di luar negeri, serta bentuk kewenangan 

pemerintah di dalam upaya memberantas tindak pidana terorisme menarik 

perhatian penulis untuk membuat suatu penelitian mengenai tinjauan terhadap 

jangka waktu penangkapan dan penahan di dalam Undang-Undang Anti Teror 

sebagai bentuk kewenangan pemerintah di dalam memberantas dan mencegah 

tindak pidana terorisme, jika dikaitkan dengan perkembangan dan eskalasi aksi 

terorisme untuk mengetahui apakah hukum yang ada telah memberikan 

perlindungan bagi negara dan masyarakat dari bahaya terorisme.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana mekanisme penangkapan dan penahanan terduga pelaku tindak 

pidana terorisme berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia? 

2. Bagaimana perkembangan tindak pidana terorisme memberikan dasar 

perubahan terhadap jangka waktu penangkapan dan penahanan di dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bagaimana mekanisme penangkapan dan penahanan terhadap 

terduka pelaku tindak pidana terorisme di dalam Undang-Undang No.15 

Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan 

pengaruh terhadap upaya pemerintah dalam memberantasan dan mencegah 

tindak pidana terorisme. 

2. Mengetahui kelemahan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai dasar pertimbangan 

untuk merubah jangka waktu penangkapan dan penahanan.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai fenomea 

terorisme. 

2. Memberikan kontribusi dan masukan kepada semua pihak yang berperan 

dan berwenang dalam penanganan terorisme. 

 



7 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-

hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari Bagian Awal, Bagian Isi 

dan Bagian akhir. Sistematika tersebut terdiri dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab pertama ini penulis akan membahas mengenai latar belakang 

pemilihan judul penulisan penelitian hukum ini, kemudian dilanjutkan dengan 

perumusan masalah yang muncul, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat 

penelitian dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari (4) Sub bab, 

yaitu sub pertama tinjauan umum mengenai tinjauan umum terhadap tindak 

pidana terorisme, dilanjutkan dengan tinjauan umum mengenai terorisme 

berdasarkan teori-teori kriminologi, penegakan hukum terhadap tindak pidana 

terorisme melalui sistem hukum pidana, ideologi sebagai pembentuk aksi teror, 

dan yang terakhir instansi dan lembaga negara yang terlibat dalam 

penanggulangan terorisme. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai metode yang akan menjadi 

landasan penulisan hukum atau skripsi secara sistematis, yang berdasarkan pada 

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode 

analisis data dan yang terakhir metode penyajian data. 
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BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian serta hasil dari proses 

analisis yang disertai dengan pembahasan nya secara mendalam. 

BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang 

merupakan intisari hasil dari penelitian dan pembahasan atau dengan kata lain 

kesimpulan merupakan jawaban bagi permasalahan yang dirumuskan. 
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